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“Tidak adanya  transparansi 
mengakibatkan ketidak percayaan dan 

rasa tidak aman yang mendalam” 



#BukaInformasiPublik

Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia



UU Nomor 14 
Tahun 2008

Peraturan Pemerintah No. 61/2010 

Peraturan Komisi 
Informasi No. 1/2010

Peraturan Komisi 
Informasi No. 1/2017

Peraturan  
Presiden 
(Perpres) 

No. 95 
Tahun 2018. 

Perki 1/ 2013
Prosedur 

Penyelesaian 
Sengketa 
Inforamasi 

DASAR HUKUM 
KETERBUKAAN 
INFORMASI DI 
ERA DIGITAL



•63 organisasi 
mempelopori gagasan 
RUU Kebebasan 
Memperoleh Informasi
 
•DPR-RI menginisiasi
RUU Keterbukaan 
Informasi Publik2000

•Kebebasan 
berorganisasi/be
rpolitik
•Transparansi
•Partisipasi
•Akuntabilitas

•Amandemen UUD 45
•UU HAM, UU Pers
•UU Parpol, 
•UU Pemilu

19991998

RE
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UU Keterbukaan 
Informasi Publik 
disahkan DPR  RI

2008

•Negara Cenderung  otoritarian
•Konflik Struktural/Kultural
•Demontrasi  menjurus 
Anarchi/Kekerasan

•Dinamika Sosial Berubah
•Tata Kelola Pemerintahan 
Berubah 2009

Komisi Informasi Pusat 
Dibentuk

2010

UU KIP 
diberlakukan 
mulai 30 April 2010

Tata Kelola 
Pemerintahan 
Yang Baik: 
Transparan, 
Partisipatif, 
Akuntabel, 
Berkeadilan, 
Efektif, Efisien

2011 
Open Government

Psrtnership 

SEJARAH
KETERBUKAAN 
INFORMASI 
PUBLIK DI INDONESIA



Transparansi dan
akuntabilitas
Badan Publik

Terciptanya 
tata kelola

pemerintahan 
yang baik 

Akselerasi
pemberantasan KKN

Optimalisasi 
perlindungan
hak-hak masyarakat 
terhadap 
pelayanan publik

MANFAAT UU KIP



TUJUAN 
KETERBUKAAN
INFORMASI 
PUBLIK

Transparansi
Pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik 
yang menghasilkan layanan informasi yang berkualitas Badan 
Publik

Partisipasi 
Mendorong peran serta 

masyarakat dalam proses 
pengambilan kebijakan publik

Akuntabilitas
Mewujudkan 

Penyelenggaraan 
Negara yang baik

Meningkatkan 
peran aktif 

masyarakat dalam 
pengambilan 

kebijakan publik 
dan pengelolaan 

Badan Publik yang 
baik



SEMUA ORANG BISA 
M E N G A K S E S , 
M E N Y E B A R K A N 
INFORMASI DIMANA 
DAN KAPANPUN

4.0



Sumber: We are social 2018



Sumber: Mafindo 1 Oktober 2018

Isu Politik 
58,7 %

Isu Agama
7,39 %

Isu Lalu Lintas
6,96%





Hoax terkait Kecelakaan Jatuhnya Lion Air JT610

Hoax Tsunami



Sumber : Mastel 2017

PERILAKU MASYARAKAT 
MENERIMA HOAX



DIHASILKAN

DISIMPAN

DIKELOLADIKIRIM

DITERIMA

BADAN PUBLIK WAJIB MENYEDIAKAN 
INFORMASI PUBLIK YANG 

AKURAT, BENAR 
DAN TIDAK 

MENYESATKAN

INFORMASI 
PUBLIK
MELAWAN 
HOAX 

Mengoordinasikan dan 
mengonsolidasikan 
pengumpulan bahan 
informasi 
dan dokumentasi dari PPID 
Pembantu;

Melakukan 
verifikasi bahan 

informasi 
dan dokumentasi 

publik;

Melakukan 
pemutakhiran 
informasi dan 
dokumentasi;

Melakukan uji konsekuensi 
atas informasi 
dan dokumentasi yang 
dikecualikan;

Menyediakan informasi 
dan dokumentasi 
untuk diakses oleh 
masyarakat;

Menyimpan, mendokumentasikan, 
menyediakan, dan memberi 

pelayanan 
informasi dan dokumentasi kepada 

publik;



KOMISI INFORMASI adalah lembaga 
mandiri yang berfungsi menjalankan 
Undang-Undang KIP dan peraturan 

pelaksanannya menetapkan petunjuk 
teknis dan menyelesaikan Sengketa 

Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau 
Ajudikasi nonlitigasi.

Pasal 23 UU KIP



Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah
independen dalam menjalankan wewenang serta
tugas dan fungsinya termasuk dalam memutuskan 
Sengketa Informasi Publik dengan berdasar pada Undang-
U ndang  K I P,  ke ad i lan ,  ke p e nt i n ga n  u m u m ,  d a n 
kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Yang dimaksud “Ajudikasi nonlitigasi” adalah penyelesaian 
sengketa Ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya 
memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.

PENJELASAN PASAL 23 UU KIP



TUGAS 
KOMISI 
INFORMASI 
PUSAT

PASAL 26 UU KIP menerima, memeriksa, dan memutus 
permohonan penyelesaian Sengketa Informasi
 Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi 
yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik 
berdasar alasan sebagaimana dimaksud dalam UU 
KIP;

menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui 
Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlititasi; (penjelasan: prosedur beracara 
dibidang penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi)

menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di 
daerah selama KI Provinsi dan/atau KI kabupaten/kota belum 
terbentuk;

menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik; dan 
menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya 
berdasarkan UU KIP kepada Presiden dan Dewan 
Perwakilan Rakyat RI setahun sekali atau sewaktu-waktu 
jika diminta



WEWENANG 
KOMISI 
INFORMASI 
PUSAT

PASAL 27 UU KIP 
(1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi 
Informasi memiliki wewenang:
a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak 

yang bersengketa;
b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang 

dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil 
keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa 
Informasi Publik;

c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat 
Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai 
saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar 
keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi 
penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan

e. membuat kode etik yang diumumkan kepada 
sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi 
Informasi.



 

1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia No. 1899, 
2018);

2. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 
01/KEP/KIP/ 2018 tentang Prosedur Penghentian 
Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 
yang tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh 
dan Itikad Baik; dan

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Standar Layanan dan Prosedur 
Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan 
Pemilihan;

REGULASI 
KOMISI 
INFORMASI 
PUSAT 
TAHUN 
2018 - 2019







TERIMA KASIH


